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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tatr'n 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman Tata Cara pengadaan

BaraanglJasa di Desa dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang
diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015 yang masih
perlu disempumakan untuk lebih mempermudah dalam tertibnya Pengadaan
Barang/Jasa di Desa ;
bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, Nomor 1411122514lg.6312016 tanggal 26 Api.l 2016
perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor I I Tahun 2015 tentangTata
Cara Pengadaan Barangllasa di Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi
Membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Brang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015,Nomor 141125661418.6312016
tanggal 9 Agustus 2016, perlu adanya penyempurn:um terhadap peraturan

Bupati Kediri tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa ,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pengadaan

Barang/Jasa di Desa.

undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggarmnNegara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;
undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4435) ;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pemb€ntukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentarg Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahar Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentarrg Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenlang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5655 );

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 199);

Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan di Desa;

ll.

12.

13.

14.
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15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah N omor 22 Tahun 20 1 5 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor l0 Tahun 2015 tentang Sumber

Pendapatan Desa;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUANI'MUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah

Pemerintahan Daerah.

sebagai unsurpenyelenggara

2. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat pemerintah Kabupaten Kediri.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenaag untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dar/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewaj iban
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat .

9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bersifat
menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa maupun peraturan Kepala Desa.

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desayang selanjutnya disebut PKpKDes adalah
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak daa kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan perafuran Desa.
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;r. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masy arukatsesuai dengan

' kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

15. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola

maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.

16. PenyediaBaranSlasa adalah Badan Usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

17. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa dimana pekedaannya direncanakan, dikerjakan

dan/atat diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

18. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Baran$asa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur

Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.

19. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa
' yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

\, 20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan

kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan BaranfJasa.

21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfahtkan oleh Pengguna

Barang.

22. Pekeqaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi

bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai

bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

24. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan
yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa di Desa.

v 25. Surat Perjanjian Ke{a adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa di Desa

atau pelaksana Swakelola.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan menggunakan APBDes.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan BaranglJasa yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsipprinsip Pengadaan

Barang/Jasa di Desa.
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Pasal 4

'(1) Pengadaan Barangfiasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemerintah

Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan

kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material,/bahan dari wilayah setempat, untr*

memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian

maupun keseluruhan,dapat dilaksanakan oleh penyedia B atangllasa yang dianggap mampu.

BAB III

TATANILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

v (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Desa tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan

bahan, material, dan/atau barang/alat yang dapat merusak lingkungan sekitar.

(2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah

memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian Kedua

Tata Nilai Pengadaan

Pasal 6

( I ) Prinsipprinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut :

a. efisien berarti Pengadaan BarangAasa di Desa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan

daya y3rrry minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau

v menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yarg

maksimum;

b. efektif berarti Pengadaan Barangllasa di Desa harus sesuai dengaa kebutuhan dan sasaran yang

telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besamya;

c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barangllasa di Desa

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang[asa di Desa

yang berminat;

d. pemberdayaan masyarakat berarti Pengadaan Barang/ Jasa di Desa harus dijadikan sebagai

wahana pembelaj aranbagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya ;

e. gotong royong berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan di Desa;

f. akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadan

Barang/Jasa di Desa sehingga dapat dipertanggungiawabkan.
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BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

Pasal 7

(1) TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa

dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga

Kemasyarakatan Desa setempat.

(3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Desa yang memiliki

kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai anggota

aktif, memiliki kompetensi dibidangaya dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa setempat.

( 5 ) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas :

a. ketu4 adalah berasal dari unsur Perangkat Desa;

b. seketaris, adalah unsur yang berasal dari Peraangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. bendahar adalah unsur yang berasal dari Perangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa;

d. 2 (dua) oraag anggota berasal dari unsur Perangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(6) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan keperluan

biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud yang besaran

nilainya disesuaikan dengan ketentuan yarg berlaku.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang TPK

v Pasal 8

(1) TPK melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa non konstruksi diatas Rp 25.000.000,00 (dua

puluh limajuta rupiah) dan seluruh Pengadaan Barang/Jasa konstruksi.

(2) Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, TPK memiliki tugas pokok dan

kewenangan sebagai sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;

b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);

c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana ke{a sederhana/sketsa (bila diperlukan);

d. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

e. membuat raacangan Surat Pe{anjian Kerja;

f menandatangani Surat Pe{anjian Ke{a;

g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa

dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Peke{aan.

(3) Untuk ditetapkan sebagai keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggunglawab dalam melaksanakan tugas;

' b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pemah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. menandatangani Pakta Integritas;

d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah Desa; dan

e. memiliki kemampuan kef a secara berkelompok dalam melaksana.kan setiap tugas/pekef aannya-

(4) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPKdapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari

Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangrrya.

(5) TPK dilarang mengadakan ikatan pe{anjian atau menandatangani Surat Perjanjian Ke{a dengan

Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran.

Bagian Ketiga

Panitia Penerima Hasil Peke{aan

Pasal 9

(1) Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Pejabat/Panitia Penerima Hasil Peket'aan yang

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

u (Z) Pejabat/Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan ketentuan :

a. Pemeriksaan terhadap pekedaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai sampai dengaa

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat dari unsur

Perangkat Desa;

b. Pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dilakukan oleh 3 (tiga) orang Panitia dari unsur Perangkat Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa.

(3). Pejabat/Panitia Penerima Hasil Peke{aan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung j awab dalam melaksanakan tugas;

b. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah desa.

(4). Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekefaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

\J Pokok dan kewenangan untuk :

a. melakukan pemeriksaan hasil peke{aan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam dokumen Surat Pefanjian Ke{a yang dituangkan di dalam Berita Acara

Pemeriksaan Hasil Peket'aan;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaar/pengujian yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan-

(5). Untuk membantu pelaksanaan tugas, PejabaUPanitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat menggunakan

tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian

dibidangnya.

(6) Dalam hal keanggotaan Pejabat{Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut serta menandatangani

Berita AcaraPemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Hasil Peke{aan, wajib

memberikan penj elasan &rtulis.

(7) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagiaa yang tidak terpisahkan

dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekef aantsenta Acara Serah Terima Hasil Peke{aan.



BAB V

KEGIATAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Swakelola

Pasal l0

(1) Swakelola merupakarl kegiatan Pengadaan BarunglJasa dimana peke{aannya direncanakan,

dike{akan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

(2) Pelaksanaan swakelola oleh rPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan,

penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil peke{aan.

(3) Khusus untuk peke{aan kontruksi tidak sederhan4 yaitu pekefaan konstruksi yang membutuhkan

tenaga ahli dar/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengal cara swakelola_

Bagian Kedua

Rencana Pelaksanaan

Pasal I I

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

a. jadwal pelaksanaan peke{aan.;

b. rencana penggunaan tenaga ke{a, kebtrtuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;

c. khusus peke{aan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana,/sketsa (bila diperlukan);

d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

e. perkiraan biaya (RAB).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Swakelola

Pasal 12

( 1) Khusus untuk peke{aan konstruksi, Tim Pengelola Kegiatan :

a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang

dianggap mampu atau mengetahui teknis kgiatan/pekerjaan;

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkai! dan/atau

c. dapat dibantu oleh peke{a (tukang dan/atau mandor).

(2) TPK wajib memonitoring atas kemajuan fisik semua kegiatan peke{aan yang menjadi

tanggungiawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu.

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara

swakelola, TPK dapat mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan

kegiatannya.

(4) TPK wajib mempertanggungiawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik peke{aan yang menjadi
kewajibannya.

(5) TPK wajib membuat pertanggunglawaban hasil peke{aanlkegiatan kepada Kepala Desa selaku
PKPKDes.

8
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BAB VI

KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat dilaksaaakan secara swakelola, dapat dilakukan oteh
Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TpK.

(2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa diutamakan bagi Penyedia Barang/Jasa yang
memiliki kriteria sebagai berikut :

a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa
pengiriman;

b. pemyataan kebenaran usaha; dan
c. untuk pekeiaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan

dalam pelaksanaan peke{aan.
(3) Tidak boleh menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu)

.v sebagai calo penyedia bahan/alaVtenaga yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 14

( I ) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, TpK harus mempertimbangkan :

a. kondisi/keadaan yang sebenamyadi tokasi/lapangan;
b. kepentingan masyarakat setempat;

c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa sertajumlah penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
d. kebutuhan baran dbahan.

(2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

a. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdeka;
b. harga barang/jasa yang disusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat mengacu pada

\J harga barang/jasa yang ada die-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

c. Rencana Anggaran Biaya dapt memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas
barang/jasa yang akan diadakan;

d. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
e khusus untuk peke{aan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana./sketsa (apabila

diperlukan).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 15

(l) Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi :

a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000 000 (lima puluh juta rupiah);
b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan
c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
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(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000 000 (lima puluh juta rupiah)
' sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a :

a. Tim Pengelola Kegiatan membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;

b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis

dari Penyedia Barang/Jasa;

c. Tim Pengelola Kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar)secara langsung di tempat

kepadaPenyedi a Barang/Jasa; dan

d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi

untuk dan atas nama TPK.

(3) Pengada,n Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan

nilai Rp 200 000 000 (dua ratus j uta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwup b :

a. Tim Pengelola Kegiatan membeli baraag/jasa kepada I (satu) Penyedia Barang/Jasa;

b. Tim Pengelola Kegiatan melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari Penyedia

Barang/Jasa dengar dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,

volume, dan satuan);

\r c. Penyedia Barung/Jasa menyampaikan penawarar tertulis pada form yang telah disediakan oleh

TPK yang berisikan daftar barang/jasa ( rincian baran$asa atau ruang lingkup peke{aan, volume,

dan satuan) dan harga;

d. Tim Pengelola Kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa

untuk memperoleh harga yaag lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas

barangijasa yang diadakan sera tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian

pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;

e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi

untuk dan atas nama TPK;

f. Khusus untuk peke{aan konstruksi, Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani Swat

Perintah Kerja yang berisi sekurang-kurangnya :

1. tanggal dan tempat dibuatnya Surat Pe{anjiar Kefa para pihak;

, ./ 2. nanz lingkup p€kerjaan;
\r/

3. nilai pekerjaan;

4. hak dan kewajiban para pihak;

5. ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihakyang ditunjuk secara sah

oleh Produsen(khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);

6. jangka waktu pelaksanaan peke{aan.;

7. ketentuan keadaan kahar; dan

8. sanksi, termasuk denda keterlambatan.

g. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat Pe{anjian Kerja sebagaimana

dimaksud pada huruf f, adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak
lainyang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan

yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian

wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar.
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h. Tim Pengelola Kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di

papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos

rondalkamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;

2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;

3. harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);

4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;

5. tanggal diumumkan.

(4) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hurup c :

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia

Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barangjasa (rincian barangijasa atau ruang

lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

b. Penyedia BaranglJasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa

(rincian barang/jasa atau ruang lingkup peke{aan, volume, dan satuan) dan harga;

c. Tim Pengelola Kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barangijasa terhadap kedua

Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran,

d. apabila spesifikasi teknis barangljasa yang ditawarkan :

1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara

bersamaan;

2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia BaranglJasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi

kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia BaranglJasa, maka TPK membatalkan proses

pengadaan.

e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK

melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimanadimaksud pada huruf a kepada Penyedia

Barang/Jasa yang lain;

f. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara

kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangr jumlah dan kualitas barang/jasa yang

diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan

proses negosiasi (tawar menawar) dituangkan dalam berupa Berita Acara Hasil Negosiasi

Penawaran;

g. ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang berisi

sekurang-kurangnya :

l. tanggal dan tempat dibuatnya Surat Pe{anjian Kerja para pihak;

2. ruang lingkup pekerjaan;

3. nilai pekerjaan;

4. hak dan kewajiban para pihak;

5. ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihakyang ditunjuk secara sah

oleh Produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);

6 jangka waklu pelaksanaan pekerjaan;

7. ketentuan keadaan kahar; dan

8. sanksi, termasuk denda keterlambatan.
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h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat Perjanjian Ke{a sebagaimana
' dimaksud pada huruf g, adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak

lainyang bukan Direksi atalu yang namanya tidak disebutkan dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar sepanj ang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan
yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian

wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar;

i. TPK mengumumkan data barang/peke{aan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan

p€ngumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya pos

ronda/poskamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya), sekurang-

kurangnya mencantumkan :

1. nama barang atau peke{aan yang diadakan;

2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;

3. harga hasil negosiasi;

4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;

5. tanggal diumumkan.

(5) Contoh dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Perubahan Ruang Lingkup Peke{aan

Pasal 16

(1) Apabila te{adi perubahan paket pekedaan maka TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada

Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup peke{aan.

(2) Perubahan ruang lingkup peke{aan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) meliputi :

a. menambah atau mengurangi volume peke{aan;

b. mengurangi jenis pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau

d. melaksanakan pekerjaan tambah.

J Q) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf c dan d,

Penyedia Barang/Jixa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.

(4) TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia Barangllasa baik teknis maupun harga sehingga

diperoleh harga yang murah dan secara teknis dapat dipertanggunglawabkan.

(5) Untuk nilai Pengadan Barang/Jasa di Desa konstruksi antara Rp 50 000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Barang/Jasa di atas

Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum Surat Peqjanjian Ke{a yang memuat

perubahan ruang lingkup dan total nilai peke{aan yang disepakati.

(6) Perubahan ruang lingkup peke{aan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk menambah peke{aan

dan/alat melaksanakan peke{aan tambahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangandan

ketersedianya anggaran.

Bagian Kelima

Pembayaran Peke{aan

Pasal 17

(l) Pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa di Desa diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah

peke{aan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran.
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(2) Pembayaran atas Pengadaan Barang[asa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

' kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Pejabat{Panitia Penerima hasil Peke{aan melakukan

Pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara

Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(3) Pembayaran terakl-rir atas Pengadaan Barang/Jasa di Desa setelah dikurangi dengan denda

keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barangllasa sebesar l/500 x jumlah hari keterlambatan x

nilai total surat pe{anjian (apabila terjadi keterlambatan).

Bagian Keenam

Keadaan Kahar

Pasal 18

(1) Keadaan kahar merupalan salah satu keadaan yang te{adi diluar kehendak para pihak dan tidak

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Pe{anjian Kerja

menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Keda meliputi :

a. bencana alami;

b. bencana non alam;

c. bencana sosial;

d. pemogokan;

e. kebakaran; dan/atau

f gangguan industri lainnya yang dinyatakan oleh Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang

membidangi.

(3) Dalam hal tedadi keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa di Desa memberitahukan tentang

te{adinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)

hari kalender sejak tedadinya keadaan kahar dengan menyertakan salinan asli p€myataan Keadaan

Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Hal-hal yang merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang disebabkan oleh perbuatan atau

kelalaian pra pihak Penyedia Barang/Jasa tidak termasuk katagori keadaan kahar.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekefaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak

dikenakan sanksi.

(6) Setelah te{adinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali dan selanjutnya

dituangkan dalam perubahan Surat Pefanjian Kerja.

Bagian Ketujuh

Pemutusan Surat Perjanjian Ke{a

Pasal l9

TPKsecara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Pe{anjian Kerja apabila :

l. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barangllasa di Desa

sudah melampaui 30 hari kalender;

2. Penyedia Barang/Jasa di Desa tidak dapat dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK;
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3. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, kecurangan danlatau
pemalsuan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 20

(l) Perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah
untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku pKpKDes.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak tercapai kata
mufakat, dapat dilahrkan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Bagian Kesembilan

Serah Terima Pekerjaan

Pasal 21

(1) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Peke{aan menerima penyerahan peke{aan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat pe{anjian Ke{a.

(2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil peke{aaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
melaporkan secara tertulis kepada KepalaDesa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan
pencairan dan memerintahkan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dar/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Perjanjian Ke{a.

(3) Penyedia B aranlJasa dapatmengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes
melalui TPK setelah peke{aan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan Hasil Peke{aan dan Berita Acara Serah Terima Hasil peke{aaa.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal22

(1) Camat wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

di Desa.

(2) Setiap pengaduan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh Camat.
(3) Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas lntern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan

terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 23

(1) Penyedia Barang/Jasa di Desa dapat diberikan sanksi jika terbukti dengan sengaja melakukan
perbuatan atau tindakan sebagai berikut :
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a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk daa cara apapun, bark
' lalgsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan

ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Ke{adan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan PenyediaBarang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran

diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa sehingga mengurangi/menghambat

memperkecil darl/atau meniadakan persaingan yangsehat danlatau merugikan orang lain;

c. membuat danlatau menyampaikan dokumen dar/atauketerangan lain yang tidak benar untuk

memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan pe{anjian ke{a dengan alasan yang tidak dapat

dipertanggunglawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK;

e. tidak dapat menyelesaikan peke{aan sesuai denganSurat Pefanjian Ke{a.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada aya(l), dikenakan sanksi berupa :

a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;

b. gugatan secara perdata; dan atau

\ c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa,

dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.

(5) Apabila te{adi pelanggaran danlatau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka

TPK:

a. dikenakan sanksi administrasi;

b. dituntut ganti rugi; dan/atau

c. dilaporkan secara pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis

dan apabila te{adi pelanggaran dar/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota

TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK.

Pasal 24

Penyedia Jasa Konsultan yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Desa atas

beban biaya APBDes dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan

beban biaya dari Penyedia Jasa Konsultan yang bersangkutan dan/atau dituntut dengan ganti rugi sesuai

Surat Perjanjian Ke{a yang telah disepakati bersama.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Pelatihan

Pasal 25

(1) Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap keanggotaan

TPKdilahrkan pelatihan Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa.
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(2) Program peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (l), difasilitasi
' oleh Tim Asistensi Desa yang dibentuk oleh pemerintah.

(3) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)di tetapkan dengan Keputusan Bupati

Kediri, terdiri dari :

a. Unit Layanan Pengadaan;

b. Satuan Ke{a Perangkat Daerah, dan

c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten.

(4) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud padaayat(2) meliputi :

a. meningkatkan kapasitas SDM;

b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. melakukan pendampingan pengawasan dan pengendalian kepada utsur Kecamatan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal26

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah
unfuk keperluan Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal2T

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap dapat
melaksanakan sampai selesainya kegiataanya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor
11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



t7

Pasal 29.

'Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan PMPD Kabupaten Kediri tanggal 26

April 2016, Nomor 141/122 5/418.6312016 perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 1l Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Peraturan

Bupati Kediri Nomor ll Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diubah

dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015, Nomor 141/25661418.63/2016 tanggal 9 Agustus

2016 dengan hasil peserta rapat memutuskan Tata Cara Pengadaan BarangiJasa di Desa ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal, 13 - l0 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTzuSNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 13 - l0 -2016

ttd

ST,]POYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR,33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :

TIM PENGELOI/, KEGIATAN

KECAI\{ATAN

DESA ... ... ... ... ... ...

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 33 TAHUN 2Ot6
TANGGAL: 13 - 10 - 2016

Alamat:.fln
Kode Desa.

Nomor

lampiran

Perihal

Kepada

Yth.

Alamat:

di-

Tempat

Dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti proses pengadaan Barangfiasa paket
peke$aan x.bagai berikut:

a. Paketpekerjaan :

b. Nilai toral RAB :

c. Sumber Wndanaan

saudara diminta untuk memasukan wnawaran administrasi, teknis dan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

harga,secara langsung

Apabila Saudata membutuhkan ketera ngan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami
sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas ah,hir pemasukan Dokume n penawaran.
(Rencana Anggarun Biay a dan daftar barung y ang kami perlukan terlampir) .

Demikian disampaikan untuk diketahui.

KETUATPK,

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
A Pemasukan Dokumen penawarun

dan Negosiasi Harga
B Penandatanganan SpK



TIM PENGELOLA KEGIATAN

KECAIVIATAN

DESA

Alamat:In......... Kode Desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan:

Pekerjaan

Tahun Anggaran

Hrurcgo, Satuan

( nP)

1

2

3

4

5

6

7

8

I

KETU ATPK,

i\

A

No Jenis BaranglBahan Volume /
Satuan

Jumlah lf.arga
(RP)

Jumlah

Jumlah Total

Dibulatkan



(KOP SURAT PENTYEDTA BARANG4ASA)

Namat: Jlrl Kode Pos..,...,...,..........

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa
Di_

Tempat

Nomor :

lampiran : I (satu) berkas

Perihal : Pengadaan

Dengan hormat,

Yangkrtanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan i

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya (Toko/UD/Cv/W)
milik kami dapat diprcayakan untuk melakanakan paket pekerjaan

Pada Pemerintah Desa Kecamatan
...... Kabupaten Kediri.

Dengan harga sebesar : Rp. ...................
Terbilang : (......................Rupiah )
Jangka waktu pelaksanaan : ...... (.............) hari kerja

Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan ;
7. Daftff Kuantitas dan harga ( MB )
2. Formulir Isian Kualifikasi

Hatga Wnawatan tersebut di atas sudah termasuk pajak pefiambahan Nilai (ppN)
*ltA biaya lainnya yang wajib dilunasi oleh kami.
Demikian di sampaikannya Surat penawaran ini, maka kami menyatakan Mnggup
dan akan tunduk pada semua ketenfuan yang berlaku.

Hormat kami,

Penyedia Barung/Jasa



RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan:

Pekedaan

Tahun Anggarun

Penyedia Barang/Jasa

No Jenis Pekerjaan

Yang Di Kerjakan

Volume /
Satuan

Harga Satuan

( RP)

Jumlah Harga

(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Jumlah Total

Dibulatkan



FORMUIJR ISTAN PENGADAAN BARANG4ASA

Say a y ang bertanda tangan di baw ah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat

Telepon/ Hp

No. Identitas

( Penyedia Barangfiasa)

Meny atakan dengan sesungguh ny a bahw a:

1' Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatanganikonfrak.
,.' 2. Saya bukan sebagai pegawai K/L.D/|.

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana.

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepenti ngan dengan para pihak yang
terkait, langu ng maupun tidak rangs ung dalam proses pengadaan ini.

5. Saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak datam wngawasan pengadilan, tid,ak pailit atau
kegiatan usaha saya tidaksedang dihentikan.

6. Data-data saya adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi

1.

2.

3.

Nama

Peke$aan

Alamat Rumah

No. Telepon

No. Fax

Alamat Kantor

No. Telepon

4.

5. Nomor Identitas (KTp/SlMlpaspor)

keglaun (apabrla

1. No. Surat izin Llsaha

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

B. Surat lzrnllsha/



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

No. Identitas (KTP/SIM)

Jabatan

Beftindak untuk

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan . untuk paket pekerjaan

......... dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kab. Kediri dan / atau Intansi yang berwenang
apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengad aan x.cara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan Wtaturan perundang-undangan;

4- Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pAKrA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Penyedia Barang/Jasa

Materai 6000

Nama :



TIM PENGELOLA KEGI.ATAN

KECAMATAN

DESA.......

Alamal : Kode Desa

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWAMN
NOMOR : .........................

TANGGAL : ...................

Pada hari ini ............... tanggal ........................ bulan
kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengelola Kegiatan Desa .............. 'lahun Anggaran
. . . . . . . . . . . . . . . . , Setelah dilakukan negosiasi harga untuk pekerjaan :

1. Nama Penyedia Barangfiasa I :

Alamat :

HargaPenawaran :

Harga Negosiasi :

(.......................)
(.......................)

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secara teknis dapat
diperlanggungfawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Penyedia Barang/Jasa : ... ... . . ... . .. . . ..
Alamat
Harga Negosiasi : .............................(..................................)

Dengan harga negosiasi tersebut diatas Penyedia Barangfiasa yang bersangkutan fienyatakan
sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam surat W{anjian.
Berita Acaru Hasil Negosiasi Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak
terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Demikian Bedta Acara ini dibuat dalam rungkap 5 (lima) untuk dipergun akan xbagaimana
mestinya.

MASING MASING PIHAK:

Menyetujui :

Penyedia Barang/ Jasa I Tim Pengelola Kegiatan,

P eny edi a B ar ang / I asa 11

2. Nama

3. Nama

4. Nama

5. Nama

3.

4.

5.

I. Nama :................ 1.



DATTAR HADIR

Tanggal :

Jam :

Acara : NegosiasiHarga

Tempat : Kantor Desa

t

A

Ketua

Tim Pengelola Kegiatan,

No Nama Jabatan TandaTangan

1.

?

3.

4.

5.

6.

7.

Ketua TPK

Sekretaris TPK

Bendahara TPK

Anggota TPK

Anggota TPK

(Penyedia Barang/ Jasa l)

(Penyedia Barang fiasa ll)



TIM PENGEIOI/. KEGIATAI{

KTAAiTATAN

DESA

Namat Jalan Kode Desa

SURAT PERJANJIAN KE&IA

NOMOR: / / SYK/

TANGGAL :...........................

I Pada hari ini ..............tangga1 bulan tahun lbmiyangbertandatangan
',1

di bawah ini :

labatan : Ketua TPK Desa

Namat : ............

Selanjutnya dalamhal ini disebut PIHAK KISATU

2 Nama : ..... (Penyedia Barang/Jasa\

Jabatan : ............
Namat :............

Selanjutnya dalamhal ini disebut HHAKKEDUA.

Pasal 1

\/ TUGAS PffiE4IAAN

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KIDUA dan PIIIAK KEDUA menerima pekerjaan

dari PIHAK KESATU dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

1. Jenis p.keqaan : .............
2. tokasi pkeryaan :.............

Pasal 2

NILAI PEKE\IAAN

Nilai pekerjaanyangdisepakafi oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah sebesar:

\-/ 1 Nama :

NO.
JENIS PEKE&JAAN

YANG DIKE&JA(AN
BAI.IYAKI.IYA

HARGA

SATUAN (Rp.)
JUMLAH (Rp.)

Jumlah Rp



tl

Pasal 3

JANGKA WAKTIJ PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan wbagai:nana pasal 2 Sulzt Perlanjian iru adalah selama

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..) hari kalender sej ak'tanggal dan seluruh pekerjaan sudah

harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK Kf,DUA dafl diterima oleh PIHAK Kf,SATU paling lambat

tanggal ...........

Paral 4

SEXAH TERIMA HASIL rf,q}AAN

1. Setelah pekerjaan selesai 1OO% (seratus perseratus), Penyedia Barung/Jasa mengajukan penyerahan

barang/jasa secata tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan.

2. Pejabat/Panlia Penelima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksan tet'ha,dap hasil pekerjaan yang telah

diselesaikan oleh Penyedia Banngfiasa *lambat-lambatnya 7 (htjuh) hari setelah diterimanya surat

petruntaan dai Penyedia Barung/ Jasa. Selanjutnya dibuat Beita Aca't^ Pemeriksaan Hasil Peke4aan.

3. Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain

*bagainya., malra PIHAK KEDUA bersedia untuk memperbaiki sesuai dalam pr.rencanaan yang

tertuang dalam Rencaru Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 5

CARA TEIT,BAYARAN

7. Pembayaran pekerlaan 100% (seratus perceratus) dilakukan oleh TPK setelah Penyedia Barang/Jasa

menyelesaikan seluruh pekerjaan Pengadaan Barung/Jasa yang dibuktikan dengan Beita Acara

Pemeriksaan Hasil Pekeriaan dan Berita Acara Serzh Terima Hasil Pekerjaan.

2. Pembayaran dilakukan melalui DPA Desa ................ untuk Belanja Modal Pengadaan

kode rekening belanja ............ secarz cash/kontan sejumlah nllai dalam

kontrak sebeur Rp...................... ( .............................,) dikurangi pajak sesuai ketentuan

Pemerintah.

I.

Pasal I
IIAK DAN KEWAIIBAN

Hak dan Kewajiban Tim Pengelola Kegiatan, sebagai berikut :

a. mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PenyedilBarang{asa.

b. meminta laporan secarz periodik mengenai y*laksanaan pekeqaan yang dilakukan oleh Penyedia

Barang/Jasa.

c. menang4uhkan6.mbayaran.

d. mengerukandendaketerlambatan.

e, membayar nilai SPK kepada Pe nyedia Barang/Jasa.

f. memberikan instruksi sesuai jadwal.

Hak dan Kew4jiban Penyedia BaranS, sebagai berikut :

a. menerima pembayaran sesuai dengan nilai SPK

b. menerima pembay arzn ganli rugi / kompensasi (bila ada).

c. melaksanakan dan menyelesaikan peke{aan sesuai dengan jadwal pelaksanaan g.ke4aan yang

telah ditetapkan dalam kontrak.

d. melaporkan pelaksanaan p.ke1aan secaru peidikkepada Tim Pengelola Kegiatan.

e. menyerahkan hasil pekerjaan sesu4i denSan jadwal pnyerahan pekerjaan yang telah drtetapkan

dalam SPK.



1.

1.

2

b.

Pasal 7

SANKSI DAN DDNDA

Denda adalah sanksi finansiat yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa katena telah

melakukan cidera janji.

Besarnya denda yang harus dibayar penyedia barun1 atas keterlambatan penyelemian pekerjaan

adalah 7 /50O (satu perlima ratus) dai nilai SPK atau bagian kontrak lainnya untuk setiap hari

keter'larnbatan.

Pasal 8

KEADAAN KAIIAR (IORCE MAIIURD

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian di luar kemampuan

Penyedia Barangfiav untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak tertatas kejadian-

kejadian sebagai akJbat dari Peraturun Pemerintah baik Pusat matpun Daetah, Depademen,

Instansi Sipil atau Militer, halllintar,banjir, gempa bumi, huru'hara, pembenrntakan dan epidemi

yang lrucaralangsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan.

Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeurc), Penyedia Barang/Jasa wajib

memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Angaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14

(empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeune disertai keterangan dari

pihak yang berwenang / berutajib.

Apablla dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di at^t Penyedia Barang/lasa

tidak memberitahukan kejadiarn Fo :e Majeune ter:sebut kepada Tim Pengelola l<e&iatan, maka

keterlambatan pe nyerahan Wkeiaan dianggap bukan sebagai akibat Fotce Majeure '

Dalam pembeitahuan mengerui kejadian Forte Majeute *ba3aimlna dimaksud pada angka,hutfi

b di atas, harus disertai deng an keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan

penyedia barung dapat sekaligus mengaitkan permohonan perpanjangan wakfu penyerzhan

peke4aan kepada Tim Pengelola Kegiatan.

Tim Pengelola Kegiatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya

perrnohonan Wryanjargan akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada

Penyedia Barang{asa.

Apabila dalam jangka waktu *bagairn na dimaksud pada angkt huruf e di atas, Tim Pengelola

Kegiatan tidak memberikan jawaban terhadap petmohorun perpaniatgtn waktu penyerahan

pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa, maka Tim Pengelola Kegiatan diarrygap telah memberikan

percetujuan terhadap permohonan dimaksud.

Pasal I
PENGHIhIIIAN DAN EMUTUSAN SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan karcna pekerjaan sudah selesai.

Penghentian SPK dilakukan karena teqadinya keadaan kahar (force majeure) dan dalam hal ini Tim

Pergelola lkgsatan wajib membayar pelaksanaan pekeriaan kepada Penyedia Barang{asa sesuai

dengan kemajuan pelaksanaan peke rlaan yang telah dicapai.

Pemutusan SPK dilakukan apabila Penyedia Barang/lasa cidera janii atalu tidak memenuhi

kewajiban dan tangglmg jawabnya (wanprcstasi) dan kepada Penyedia Barung/Jasa dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemutuun SPK dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak

korupsi baik dalam pnrses penunjukan langsung maup:un Wlaks raan pkegaan.



Pasal 10

PE{YH.ESAIAN PTRSHJSIIIAN

1,. Jika terladi per:selisihan antanz kedta belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara

musyawarah mufakat.

2. Jrka dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat

untuk penyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 1 1

KETENTUAN

LAIN _ LAIN

1. Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Pelintah Kerja ini menjadi tanggung

jawab PIHAK KEDUA.

2. Swat Perjanjian Kerja (SPK) in dlbuat 4 (empat ) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli beffnaterui dan

-. ditatt^taragani oleh masing masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya

\ / diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan adahubungannya dengan pekerjaan ini.

Pzs l 12

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Keqja ini di buat dan dilandatangani paAa tangal yang telah ditetapkan untuk

dipergunakan seb agaimana mestinya

PIHAK KEDUA PIHAKKESATU,

PENYEDIABAMNG4ASA KETUATIMPENGEI,OLAKf,GIATAN,



PqIABAT/ PAMTI.A PENERIIVTA HASIL PEKERJAAN

KECAA{ATAN

KANTOR DESA

Namat : .......,............. Kode Pos.......

BIRITA ACARA PEMERII$AAN HASIT PEKERJAAN

NOMOR. : ..................

Pada hari ini .. ... tanggal .... ..... bulan Tahun

yangbenanda tangan dtbawah iru :

1. N a m a : .....
2.Nama :.....

I 3.Nama :.....

krdasarkan Surat Keputusan Kepala f)esa .... Nomor : .... tanggal

Selaku Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan telah memeriksa
\/ Barung/Jasa dengan teliti rebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh :

Berdasarkan SPKNomor : ............ ........tan99a1..............

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Tedapatbaik sesuaidengan Surat SPK.

b. Kurang / Tidakbaik.

Barangyang kondisi baik yang kami brcritanda V yang selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia

BarangfiasakepadaTim Pengelola Kegiatan sedangkanyangtidakbaiktelah kami beri tanda X.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 ( tiga ) rungkap untuk diperyunakan sebagai

mana mestinya.v

Penyedia Barang/Jasa, PEIABAT/PANITIAPENERIMAHASILPEKEBIAAN

l.Nama :

2.Nama :

3.Nama :



DAFTAR NAIVTA BARAT{G /JASA YANG DIPERII$A

Penyedia Barang/Jasa, PEIABAT/PANITLA PENERIMA HASIL PETRJAAN

l.Nama :

2.Nama :

3.Nama :

No N ama Pekerjaan Volumefu*ng Tanda Keterangan

I.

Baikdanl*ngkap

a

I

V



(I(OT SURAT PENYEDIA BARANG)
Alamat:. Kode l'os

BERITA ACARA SERAH IERIMA HASIL PEKEEIAAN

Nomor.

Padahaiini........... tanggal ... Bulan Tahun ..........,kami
y angbertanda tangan dibawah ini :

l.Nama . (PenyediaBarangflasa)

Jabatan :.........
Itlamat :.........
dalamhal ini bertindak atas nama ... yang selanjutnya disebut PIHAK IGSATU.

i 2. Nama :\V- Jabatan : Ketua Tim PengelolaKegpatan

Alamat : .........
yang selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA.

Dengan ini menyatakanbahwa PIHAI( KESATU telah menyerahkanbarang/jasakepada PIHAK KEDUA dan PIHAK

KEDUA telah menerima barung/jasa dari PIHAK KESAru berapa:

No Nama Pekerjaan Banyaknya

\,

Demikian Lr;rita acara serah terima barang/ jasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya unfuk digunakan .seperlunya

oleh pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA

TIM PENCiELOLA IGGIATAN

KETLIA,

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barangfiav)



BERITA ACARA SERAH TERIMA }IASIL PEKE&IAAN

No Nama Peke4iaan Volume barang Tanda Keterangan

I.

V tsaikdan Iengkap

Demikian brita acara serah terima barang/iasairu dtbaat dengansebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya
oleh pihak yang berkepentingan.

-v
YANG MENTYEMHKAN

UM PENGEIOLA KEGIATAN
KEruA,

YANG MENERIMA
P4IABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKE&IAAN

l.Nama :

2.Nama

3.Nama

KEPAIA DESA

.c

MENGETAHT]I

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 13 - 10 - 2016

BUPATI KEDIRI,

Ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Kepala Bagian Hukum

Padahaiini :.............tangga1 Bulan Tahun .......,
sesuai- dgngan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : ...... ......... Tahun tentang pembentukan Tim
Pengrclola Kegiatan Desa ...... Kecamatan ...... Tahun dengan initmi Tim p;;;elol;
lepiafan menyatakan tgla\ yelferahkanbaryng/jasaKepadaKepalaf)esa melalui vilaAatlianitia penerima HaJ
Pekerjaan danPeiabat/Panitta Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima barang/ jasa.:............... berupa : 

_-

3..


